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(QS. Al-Bagaroh (2): 282)
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PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah swt., Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit
tanpa tiang dan bumi sebagai hamparan dan berkatridha dan nikmat-Mu pula
kami bisa belajar menuntut ilmu, dan dengan itu kami semakin menyadari akan
kebasaran dan keagungan Mu.Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan
kepada baginda Rasululllh Muhammad saw., atas segala kasih sayang dan
perjuangan untukmembuka, menunjukan jalan keselamatan bagi kami ummat-

Nya.
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Untuk Anak ku Alika Keisha Az Zahra dan Adek Adek ku, Ach Fauzi Ali Aby,
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berikan kemampuan untuk ku agar bisa menjadi contoh, menjadi pendamping

menuju kesuksesan yang lebih di masa depan nanti.

Kapada Bapak dan Ibu Guru ku, merekalah pelita yang memberikan secerca

cahaya, dengan setiap bimbingan ilmu pengetahuan yang mereka berikan
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sesungguh nya, semaoga Allah membalas segala yang mereka berikan.

Kepada selurun teman teman, sahabat yang selalu ada, seluruhnya mereka yang ku
kenal sejak SD sampai dangan teman HBS 2012, semoga Allah memberikan
keberkahan atas usaha yang kita lakukan dalam menuntut ilmu selama ini, semoga

semua cita-cita dan harapan kita bisa tercapai, sukses selalu untuk kita semua.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa
Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam

bahasa Indonesia.

B. Konsonan

1 Tidak ditambahkan o DI
< B L Th
- T - Dh
o Ts ¢ ¢ (koma menghadap keatas)
z J ¢ Gh
c H o F
& Kh S Q
B D 4 K
5 Dz J L
R ¢ M
Z o N
- S W
o Sy - H
- Sh ¢ Y
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C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal fathah ditulis
dengan “a”, kasrah dengan ‘1”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang

masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya Ju menjadi géla
Vokal (i) panjang =1 misalnya s menjadi gila
Vokal (u) panjang = O misalnya o> menjadi ddna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikkan dengan ‘“T°, melainkan
tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya.
Begitu juga untuk suara diffong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan

“aw’dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = misalnya Js menjadi gawlun

Diftong (ay) = misalnya - menjadi khayrun
D. Ta’ Marbiithah (3)

Ta’ Marbuthahditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat,
tetapi apabila ta’ marbiithah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditaransliterasikan dengan menggunakan ‘“h” misalnya: a..l aL ) menjadi al-

risalatli al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
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menggunakan ‘t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: a~, &

& menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang Dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al* (J) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletakdi

awal kalimat, sedangkan "al* dalam lafadh jaldlah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disangdarkan pada (idhafah) maka dihilangkan,perhatikan contoh-

contoh berikut ini :

1. Allmam al-Bukhériy mengatakan...

2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya lam yakun

4. Billah ‘assa wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama
Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak
perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama
“Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dankata “salat”ditulis dengan menggunakan

tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipunberasal dari bahasa Arab, namun ia berupa
nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara

“Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.
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ABSTRAK

Nizar, 12220160, 2016,Legal Standing Pemberlakuan Prinsip 5C dalam
Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Tinjauan Magasid Al-Syariah,
Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Burhanuddin
Susamto, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci: Legal Standing, Prinsip 5C, Perbankan Syariah, Magasid Al-Syariah

Dunia perbankan syariah yang semakin berkembang membuat persaingan
yang ketat di perbankan untuk bisa bertahan dengan tidak terkecuali dalam hal
kegiatan penyaluran dana yakni pembiayaan kepada debitur. Sehingga membuat
pihak bank melakukan pembiayaan dengan tidak memperhatikan perencanaan,
analisis, dan pengawasan yang maksimal maka akan menimbulkan pembiayaan
bermasalah. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya pembiayaan yang
bermasalah bank harus melakukan analisis terhadap debitur dengan menggunakan
analisis prinsip 5C (character, capital, capacity, collateral, dan condition of
economi), dalam pembiayaan perbankan syariah dalam upaya untuk mencegah
pembiayaan bermasalah dengan melakukan analisis pembiayaan menggunakan
prinsip 5C menjadi penting karena peranan dari setiap unsur-unsur penilaian
ternadap debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan. Karena itu,
penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah, pertama, Apa yang menjadi legal
standing (alasan hukum) pemberlakuan prinsip 5C dalam pembiayaan perbankan
syariah?, kedua, Bagaimana tinjauan magasidu al-syariah terhadap prinsip 5C
dalam pembiayaan perbankan syariah?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis
Penelitian, Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Data dan
Metode Analisa Data.

Sehingga dapat diambil kesimpulan pertama, Legal standing pemberlakuan
prinsip 5C dalam pembiayaan perbankan yang digunakan oleh dunia perbankan
untuk melakukan pengeluaran pembiayaan yang diajukan permohona pembiayaan
debitur ini daitur telah diatur di dalam Undang-Undang yang sudah dijelaskan
oleh peneliti di bab Ill. Kedua, Tinjauan maqasid al-syariah Penerapan prinsip
5C manjadi bagian yang sangat penting dalam proses pemberian pembiayaan
karena dengan hal ini dimaksudkan agar nasabah yang diberikan pembiayaan
tidak akan mengalami masalah menimbulkan dampak negatif yang mana dampak
negatif tersebut akan merugikan pihak bank dan negara.
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ABSTRACT

Nizar. 12220160, 2016. Legal Standing of Enforcement 5C Principle in Financing
Islamic Banking According to Magasid Al-Sharia Perspective. Thesis,
Department of Sharia Business Law, Sharia Faculty, Maulana Malik
Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Burhanuddin
Susamto, S.HI., M.Hum.

Keywords : Legal Standing, 5C Principle, Islamic Banking, Magqasid Al-Sharia

The world's growing Islamic banking makes the intense competition in the
banking industry to survive with no exception in terms of activities of the
distribution of funds that is financing the debtor. Thus make the bank distribute
funds with no attention to the planning, analysis, and the maximum monitoring SO
it will make financing problems. One way to prevent the financing of troubled
banks should conduct an analysis of the debtor by using analysis of the principle
of 5C (character, capital, capacity, collateral, and the condition of economi), the
Islamic banking financing in an effort to prevent the financing problems by doing
a cost analysis using 5C principle becomes important because of the role of each
of the elements of an assessment of the borrowers who apply for financing.
Therefore, this study has two formulation of the problem, first, What is the legal
standing (legal reasons) the application of the principle of 5C in Islamic banking
financing ?, second, How to review magasidu al-Sharia to 5C principle in Islamic
banking financing ?.

The method used in this research is the study type, Research Approaches,
Legal Materials, Methods of Data Collection and Data Analysis Methods

So it can be concluded first, the application of the principle of 5C Legal
standing in bank financing, which is used by the banking industry for financing
the proposed expenditures of the debtor's financing permohona daitur has been set
in the Act that has been described by investigators in chapter Ill. Second, the
Review of Implementation of magasid al-shariah principles widened 5C very
important part in the process of provision of financing because it is meant for
customers who are given the financing will not have problems which negatively
impact the negative impact would be detrimental to the bank and the state

XX
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank barasal dari kata Italia banco yang artinya bangku. Bangku inilah
yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasional nya pada
para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank. Bank
termasuk industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa
kepada masyarakat.' Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga

keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu

'Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 1.



negara, lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang
mempunyai  kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana.
Dengan demikian, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan
berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta
melancarkan ~ mekanisme  sistem  pembayaran  bagi semua  sektor
perekonomian.

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan
yang Kkegiatan utamanya menerima simpan giro, tabungan deposito.
Kemuadian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit)
bagi masyarakat yang membutuhkan nya. Disamping itu bank juga dikenal
sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima
segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik,
telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
Bank menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan dana nya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit kepada masyarakat dengan tujuan

bahwa dengan ada nya intermediasi ini, maka bank dapat mendorong

2 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,
1996), h. 1.



peningkatan taraf hidup rakyat banyak.* Dengan penyaluran dana dalam

bentuk kredit kepada masyarakat, bank harus memelihara keseimbangan

disamping tujuan nya memperoleh Kkeuntungan, bank juga harus dapat
menjamin lancarnya pelunasan kredit yang telah disalurkan.*

Adapun tujuan Bank Indonesia seperti tertuang dalam Pasal 7 Bab Il
Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1999 Tentang Perabankan adalah untuk
mencapai dan memelihara kesetabilan rupiah. Mata uang rupiah perlu dijaga
dan dipelihara mengingat dampak yang di timbulkan apabila suatu mata uang
tidak stabil sangatlah luas seperti salah satu adalah terjadinya inflasi yang
sangat memberatkan masyarakat luas. Oleh karena itu tugas Bank Indonesia
untuk mencapai dan memelihara kesetabilan sangatlah penting.  Adapun
maksud dari kesetabilan rupiah yang di inginkan oleh Bank Indonesia adalah:
1. Kesetabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur

dengan atau tercemin dari perkembangan laju inflasi.

2. Kesetabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat
diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah
terhadap mata uang negara.

Dengan stabilnya nilai mata uang rupiah, maka sangat banyak manfaat
yang akan diperoleh terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.>Akan tetapi seiring

dengan krisis yang ada didunia, perbankan di Indonesia mampu membuka

31smail, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Charisma Putra Utama, 2010), h. 3-4.
“*Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, h. 67.
SKasmisr, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2005), h. 167-
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wajah baru dengan adanya perbankan yang berbasis syariah. Bank syariah
adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan
jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang yang
pengoperasiannya  disesuaikan dengan prinsip syariat Islam, perbankan
syariah menjadi solusi yang tepat atas kekhawatiran orang muslim dalam
memilih lembaga jasa keuangan.

Munculnya berbagai bank dengan prinsip syariah di masyarakat tentu
persaingan diwilayah ini akan semakin ketat. ~Maka tentu menimbulkan
fenomena banyaknya variasi produk diantaranya adalah sebagai produk
pembiayaan yang ditawarkan bank syariah yang akan mengakibatkan
persaingan Kketat.  Kredit dalam dunia perbankan syariah disebut dengan
pembiayaan (financing) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak
kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam pemberian kredit juga dikenakan
jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) bentuk bunga dan
administrasi. Sedangkan bagi bank yang berprinsip syariah dapat
berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.®

Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih
dikenal dengan kredit. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan
membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank. Artian lain
alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan

dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan

®Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, h. 23-25.



dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam mengalokasikan
dananya pihak perbankan harus dapat memilih dari berbagai alternatif yang
ada.

Seperti  dijelaskan  sebelumnya bahwa keuntungan utama  bisnis
perbankan adalah selisih antara bunga dari sumber-sumber dana dengan
bunga yang diterima dari alokasi dana tetentu. Oleh karena itu baik faktor-
faktor sumber dana maupun alokasi dana memegang peranan yang Sama
pengtingnya di dunia perbankan. Penentuan bunga sumber dana akan sangat
berpengaruh terhadap bunga alokasi dana yang akan diberikan. Pembahasan
dalam bab ini hanya di khususkan kepada alokasi dana yang paling utama dan
paling penting bagi kegiatan perbankan. Kegiatan alokasi dana yang
terpenting tersebut adalah alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau dikenal
dengan kredit bagi bank berdasarkan prinsip konvensional dan pembiayaan
bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.” Tentunya tidak luput dari resiko
yang akan dihadapi oleh pihak perbankan, semakin besar dana yang
dikeluarkan maka resiko yang di timbulkan akan semakin tinggi pula. Resiko
yang akandihadapioleh bank berupa dengan ada nya Kkredit macet sehingga
menggangu kenerja bank.

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya krisis disektor perbankan ini
antara lain ekspansi besar-besaran dalam pemberian pembiayaan kapada
nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan tanpa disertai pembuatan

perjanjian yang benar,  peningkatan agunan yang menjamin kepentingan

"Kasmisr, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya,h. 91-92.



bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan
yang diberikan® Beberpa masalah yang terjadi disektor perbankan syariah
yang terkait dengan permasalahan pelaksanaan pembiayaan,  pasti ada
beberapa aspek pendekatan yang berkaitan dengan prinsip penilaian analisis
kredit untuk kelancaran pemberian pembiayaan terhadap nasabah yang
mengajukan permohonan pembiayaan.

Pada bagian penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang
perbankan.® dinyatakan bahwa:

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan dalam Prinsip Syariah, Bank
Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisi yang mendalam
atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur
untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud
sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh bank Indonesia.

Dalam pembiayaan bank terhadap nasabah ada kriteria penilaian yang
umum harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-
benar layak untuk diberikan pembiayaan sebagai mana disebutkan dalam

Pasal 2 Bab Il Undang-Undang No 10 Tahun 1999 Tentang Perbankan yang

8FaturrahmanDjamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,(Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), h. 82.
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbakan



berbunyi: ‘“Perbankan indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.®  Maka
dari sinilah dalam pemberian pembiayaan bank harus memiliki keyakinan
atas kemampuan kesanggupan nasabah untuk melunasi hutang-hutang nya
yang antara lain diperoleh dari hasil penilaian terhadap nasabah melalui
pendekatan prinsip 5C (Character, Capital, Capital, Collateral,dan

Condition).

Menurut Kasmir prinsip 5C analisis yang digunakan untuk menilai calon
nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:**

1. Character (karakter) meliputi sifat atau watak calon debitur. Karakter
calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nya, baik yang bersifat
latar belakang pekerjaan maupun sifat pribadi seperti: cara hidup yang
dianut nya, keadaan keluarga, hobi dan jiwasosial.

2. Capacity (kemampuan) vyaitu analisis untuk mengetahui kemampuan
calon debitur membayar kredit.

3. Capital (modal) adalah melihat sumber modal yang digunakan termasuk
prosentase modal yang digunakan untuk membiyai proyek yang akan
dijalankan beberapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman.

4. Collateral (jaminan) merupakan jaminan yang diberikan oleh calon

debitur baik bersifat fisik maupun non fisik.

%Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbakan
Kasmir, Dasar-DasarPerbankan (EdisiRevisi), (Jakarta: RajawaliPers, 2013), h.136.



5. Condition (kondisi) adalah untuk melihat atau prospek bidang usaha yang
dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga
kemungkinan kredit bermasalah kemungkinan sangat kecil.

Kelima prinsip ini sangat penting untuk dijadikan penilaian sebelum bank
memberikan persetujuan pemberian  kredit. Bagi bank debitur yang
memenuhi semua prinsip 5C adalah nasabah yang layak untuk mendapatkan
kredit. ~ Ketika bank melihat adanya calon debitur yang memiliki karakter
yang kuat, memiliki kemampuan untuk mengembalikan peminjaman,
memiliki jaminan, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman
maka semua itu bagaikan mutiara bagi bank.

Melalui  penelitian ini  penulis mencoba menyampaikan beberapa
gambaran deskriptif bagaimana mengenal nasabah sebagai upaya bank untuk
mewujudkan prinsip kehati-hatian.  Penerimaan nasabah harus sesuai dengan
kriteria yang sudah ada dalam perbankan dan dalam ajaran hukum Islam yang
berdasarkan kepada Al-Qur’an dan hadits Nabi SAW.'? Hal ini sebagai mana

dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-Nisaayat 58.%
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12Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,(Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), h. 74
13Wahbah Zuhaii. BukuPintar Al-Quran seven in One. (Jakarta: Almahira, 2008), h. 20.



Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanah kepada
yang berhak menerima nya, dan (menyuruh kamu) apabila kalian
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya
denganadil.  Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi

Maha Melihat ”.(Os.An-Nisa : 58).

Amanah juga salah satu etika dalam melaksanakan transaksi baik dalam
perbankan maupun dalam kehidupan sehari hari. oleh karena itu peneliti ingin
meneliti dan mengkaji antara prinsip-prinsip penerimaan calon nasabah dalam
pembiayaan yang ada dalam peratuan perbankan atau hukum Islam, sehingga
peneliti mengangkat judul “Legal Standing Pemberlakuan Prinsip 5C Dalam

Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Tinjauan Magasid Al-Syariah”

B. RumusanMasalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas. Maka peneliti dapat
merumuskan beberapa pokok masalah, yaitu :
1. Apa yang menjadi legal standing (alasan hukum) pemberlakuan prinsip
5C dalam pembiayaan perbankan syariah ?
2. Bagaimanatinjauan magasidual-syariah terhadap prinsip 5C dalam

pembiayaan perbankan syariah ?



10

C. TujuanPe nelitian
Dengan adanya penelitian tentang legal standing pemberlakuan prinsip
5C dalam pembiayaan perbankan menurut tinjauan magasid al-syariah,
peneliti memiliki tujuan-tujuan tertentu, diantaranya:
1. Mengetahui apa yang menjadi legal standing (alasan hukum)
pemberlakuan prinsip 5C di Perbankan.
2. Mengetahui tinjauan magasid al-syariah  terhadap prinsip 5C
diperbankan.
D. ManfaatPenelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
terhadap ilmuan pengetahuan dan memperluas wawasan bagi mahasiswa
hukum bisnis syariah Khususnya dan bagi mahasiswa pada umumnya, dapat
pula digunakan sebagai informasi dan sumbangsih keilmuan dan pemikiran
mengenai legal standing pemberlakuan prinsip 5C dalam pembiayaan
perbankan syariah menurut tinjauan magqasid al-syariah.
2. ManfaatPeraktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa
dan dijadikan dokumentasi pustaka hukum Islam dan diharapkan

memberikan suatu bentuk keilmuan hukum Islam yang bermanfaat.
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E. Definisi Operasional
Dari keteranganyang telah dijelaskan peneliti di atas, ada beberapa hal

penting yang harus diketahui sebelum melanjutkan suatu penelitian.
Adapun peristilahan yang perlu didenifikasikan adalah sebagai berikut

1. Legal Standing adalah suatu pondasi hukum bagi seseorang dalam
melakukan suatu perbuatan hukum.**

2. Prinsip 5C adalah Menurut lkatan Bankir Indonesia untuk mendapatkan
kepercayaan bahwa calon debitur akan mampu melunasi kreditanya,
maka analisis kredit harus dengan berpedoman pada prinsip dasar analisis
kredit vyaitu prinsip 5C. prinsip 5C character, capital, capacity,
collateral, dan condition of economi.*

3. Magasid al-syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk

merealisasikan kemaslahatan hamba.®

F. MetodePenelitian
1. JenisPenelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian  hukum yuridis normative atau
penelitian  kepustakaan (library research), vyaitu penelitian hukum yang

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma

Yparwan prinst, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, (Bandung: Penerbit PT
Citra Aditya Bakti, 2001), h. 9.

%|katan Bankir Indonesia, Memahami Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Usaha Utama, 2014),
h. 203-205

150ni Sahroni dan Adimarwan A.Karim, Magashid Bisnis dan Keuangan Islam, (Jakarta: PT
RajaCGrafindo Persada, 2015),h.2
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hokum dalam hukum positif.}”  Peneliian hukum melakukan penelusuran
terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan

terhadap suatu kasus hukum yang konkret.'®

2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal pendekatan penelitian, penulis menggunakan tiga pendektan
penelitian yang oertama yaitu pendektan kompratif (comparative approach)
yaitu menelaah hukum dengan membandingkan undang-undang suatu negara
dengan undang-undang negara lain  mengenai hal yang sama atau
membandingkan hukum adat atau peraturan daerah suatu wilayah dengan
wilayah lain dalam satu negara, atau kegiatan untuk membandingkan hukum
suatu negara lain, atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari
waktu yang lain.*?

Pendekatan penelitian yang kedua yaitu pendekatan konseptual
(Conseptual Approach), pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak
beranjak dari aturan hukum untuk masalah yang dihadapi®® Pendekatan
penelitian  yang ketiga yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue
Approach) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi,
produk yang merupakan beschikking/decree, vyaitu suatu putusan yang

diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifatk konkret dan khusus,

Y Jhonny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Malang; Bayumedia, 2007),

h.26.

183honny Ibrahim, h.299.
19peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 173.
2Opeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 177.
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misalnya kepututsan presiden, keputusan mentri, kebuputusan bupati, dan
keputusan suatu badan tertentu tidak dapat digunakan dalam pendekatan
perundang-undangan.?
3. Bahan Hukum
Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif maka bahan
hukum vyang digunakan adalah data skunder, yakni data yang diperoleh
melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang dalam hal
ini disebut dengan bahan hukum yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan
putusan-putusan hakim.??>  Adapun bahan hukum primer dalam penelitian
ini, yaitu: Peraturan perundang-undangan tentang perbankan
b. Bahan Hukum Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen
resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil
penelitian  dalam bentuk laporan, skripsi, disertasi, dan peraturan
perundang-undangan.  Sedangkan bahan hukum sekunder yang terutama
adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan

jurnal-jurnal hukum.?

21peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 137.
22peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 138.
23peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 155.
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c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah sumber pelengkap dari

bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yakni bahan

yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks.?*
4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data peneliti menggunakan penelitian kepustakaan
(library  research). Penyusun menelusuri bahan penelitian yang ada
hubungannya  dengan  permasalahan yang diteliti. Dalam  rangka
pengumpulan data, penyusun menggunakan metode dokumentasi, yaitu
penyusun melakukan observasi terhadap sumber-sumber data yang berupa
dokumen baik primer maupun skunder, kemudian dikumpulkan dan diolah
sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang diperlukan.?®
5. Metode Analisa Data

Dalam membuktikan dan mengkaji permasalahan yang ada, maka
digunakan metode  deskriptif  Kkualitatif, ~yang berarti peneliti akan
mengungkap fakta, keadaan, fenomena dan juga variable yang terjadi saat
penelitian berjalan dan menyuguhkan dengan apa adanya. Peneliti juga akan
menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang
sedang terjadi, sikap serta pandangan secara ahli, hubungan antar variable,

perbedaan antara fakta serta pengaruh nya terhadap suatu kondisi. Kegiatan

24gaifullah, Metode Penelitian Normatif, (Hand Out, Fakultas Syariah UIN MALANG, 2014).
25Amiruddin dan Zainal Asikin, Penganter Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2005), h.35.
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penelitian ini  meliputi: pengumpulan data, menganalisis data, menginter
prestasikan data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada

penganalisa data tersebut.?

G. SistematikaPembahasan

Secara keselurunan penelitian ini  disusun secara sistematis secara
berurutan sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas dan terarah,
adapun sistematika penulisan terfokus pada suatu pemikiran, maka peneliti
menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan
laporan penelitian yang berjudul “Legal Standing Pemberlakuan Prinsip 5C
dalam pembiayaan perbankan syariah Menurut Tinjauan Magasid Al-
Syairah”. Pertama adalah bagian formalitas, halaman pengesahan, Kkata

pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak.

BABI : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang rincian latar belakang
masalah yang memberikan landasan pemikiran terkait pentingnya dilakukan
penelitian ini.  Selanjutnya rumusan masalah yaitu menggambarkan fokus dari
penelitian i, kemudian tujuan penelitian yang didalamnya menguraikan
dengan jelas tentang hasil yang ingin dicapai dalam penelitian yang sesuali
dengan rumusan masalah. Maka selanjutnya manfaat penelitian atau
kegunaan dari penelitian baik secara teoritis maupun praktis.  Yang terakhir

adalah  tentang sistematika pembahasan, menguraikan tentang ligika

%%lexi J Moelong, MetodePenelitianKualitatif, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2005), h.135.



16

pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini mulai bab pertama

pendahulan sampai bab penutup yaitu kesimpulan dan penutup.

BAB Il ;TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang tinjauan pustaka yang
terdiri atas penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu
berisikan informasi mengenai penelitian-penelitian  atau karya-karya orang
lain  yang telah melakukan penelitian  mengenai  tema-tema  yang
memilikikesamaan dengan penelitian sekarang guna memastikan bahwa
penelitian ini bukanlah hasil duplikasi atau plagiasi. Kerangka teori berisi
pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dari
berbagai sumber dan pendapat-pendapat berbagai pakar ataupun penjelasan
dari Undang-Undang yang terkait.
BAB Il :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang data-data yang telah
diperoleh dari hasil penelitian litelatur yang kemudian dianalisis untuk
menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, dan di dalamnyaberisi
data-data yang di dapat oleh peneliti dari objek. Kemudian peneliti akan
memaparkannya dalam analisis data.
BAB IV PENUTUP

Setelah melakukan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, langkah
selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian dan
pembahasan, sehingga dapat memberikan penjelasan secara singkat serta

pemahaman mengenai legal standing pemberlakuan prinsip 5C dalam
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pembiayaan perbankan syariah tinjauan maqgasid al-syariah. Disamping itu
pada bab ini juga terdapat saran-saran dari peneliti terhadap hasil penelitian
ini, serta saran agar dapat juga memberikan kontribusi keilmuan terbukanya
wawasan ilmu baru dengan adanya penelitan ini. Pada bagian terakhir berisi

daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian
terdahulu dari beberapa sumber baik skripsi maupun literatur lain yang
terkait, sehingga terlihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan
penelitian yang penulis teliti.  Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu

tentang prinsip 5C dengan berbagai fokus kajian:

18
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1. Penelttian Refan Erdi, Fakultas EkonomiUniversitas Sebelas Maret
Surakarta. 2010. Yang berjudul “Penerapan Prinsip 5C terhadap
pengambilan keputusan kredit pada PT. BPR Nguter Surakarta .2’ Dalam
penelitian ini, bahwa dalam penerapan prinsip 5C terhadap pengambilan
keputusan kredit PT. BPR Nguter Surakarta lebih menekankan prinsip
Character, Collateral, dan Capital, sedangkan prinsip lainnya yaitu
Capital, dan Condition of economy digunakan sebagai pendukung untuk
menguatkan data calon debitur. Prinsip Character lebih diutamakan oleh
PT. BPR Nguter Surakarta dalam mengambil keputusan kredit., karena
prinsip ini berperan penting dalam calon. Dengan prinsip ini pihak bank
dapat mengetahui  kesungguhan dari calon debitur yang ingin
mengajukan kredit. Selain itu prinsip Character merupakan salah satu
prinsip yang mutlak dan tidak dapat ditawar-menawar. Adapun
persamaan dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang
prinsip 5C dan perbedaanpun penelitian terdahulu  menggunakan
penelitian  yuridis empiris dan prinsip 5C terhadap pengambilan
keputusan kredit di PT. BPR , sedangkan penelitian sekrang ialah
menggunakan  yuridis normatif yang mana menggunakan literatur-
literatur yang berkaitan.

2. Penelitan  Yuli  Artiningsin, Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016. Dengan

2" Refan Erdi, Penerapan Prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan kredit pada PT. BPR
Nguter Surakarta, (Fakultas EkonomiUniversitas Sebelas Maret Surakarta. 2010).



20

judul “Peranan Penilaian Prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan di

BTN Syariah cabang Yogyakarta”?®

Dalam penelitian ini penilaian
prinsip 5C dalam analisis komersial dan konsumtif di BTN syariah
cabang yogyakarta mempunyai peranan yang sangat penting karena hal
ini dimaksudkan adar pembiayaan yang dilakukan tidak akan mengalami
masalah, kemudian bagianini merupakan dasar bagi pemimpin BTN
syariah cabang Yogyakarta untuk mengambil keputusan bahwa
permohonan tersebut diterima atau ditolak.  Adapaun persamaannya
dengan penelitian sekarang ialah sama-sama menggunakan prinsip 5C
untuk  menganalisis naasabah untuk pemberian pembiayaan dan
perbedaanya penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis
empiris sedangkan penelitian sekraang menggunkan jenis penelitian
yuridis normatif,

3. Peneltian Lilin Royani, Fakultas Hukum Universitas Negeri Solo.
2009.Dengan judul “Problematika yuridis pelaksanaan prinsip kehati-
hatian sebagai syarat pencairan pembiayaan”.?® Dalam penelitian ini
peisip kehati-hatian terhadap pembiayaan harus dilaksanakan oleh
perbankan sejak awal permohonan pembiayaan diajukan sampai

pembiayaan lunas. Dalam penelitian terdahulu terdapat persamaan

Tentang pelaksanaan prinsip hati-hatian dan sedangkan penelitian

28yuli Artiningsih, Peranan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Di BTN Syariah
Cabang Yogyakarta, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta. 2016).

2%Lilin Royani, Problematika Yuridis Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Syarat
Pencairan Pembiayaan, (Fakultas Hukum Universitas Negeri Solo. 2009).
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sekarang menggunakan prinsip 5C dalam pembiayaan. Perbedaan nya
terdapat dalam Tentang pelaksanaan prinsip hati-hatian dan dengan
konsep 5C dalam pembiayaan.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No. | Nama/ Perguruan | Judul Objek Objek
Tinggi/ Tahun Formal Material
(Persamaan) | (perbedaan)
1. Refan Erdi/ | Penerapan Sama-sama | 1. Penelitian
Fakultas  Ekonomi| Prinsip  5C | membahas Empiris.
Universitas ~ Sebelas | terhadap tentang 2. prinsip
Maret pengambilan | prinsip 5C | 5C terhadap
Surakarta/2010 keputusan pengambilan
kredit pada keputusan
PT. BPR kredit pada
Nguter PT. BPR
Surakarta
2. Yuli Peranan Sama-sama | 1.penelitian
Artiningsih/Fakultas | Penilaian membahas Empiris
Dakwah dan| Prinsip  5C | peranan 2. objeknya
Komunikasi dalam prinsip 5C. | pembiayaan
Universitas Islam | pemberian di BTN
Negeri Sunan | pembiayaan Syariah
Kalijaga di BTN
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Yogyakarta/2016 Syariah
cabang
Yogyalkarta
3. Lilin Problematika | Sama-sama | Tentang
Royani/fakultas yuridis tentang pelaksanaan
Hukum  Universitas | pelaksanaan | prinsip prinsip  hati-
Negeri Solo/2009 prinsip kehi-hatian. | hatian
kehati-hatian | Sama-sama | dengan
sebagai normatif. konsep 5C.
syarat
pencairan
pembiayaan

B. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

Pengertian secara sederhana, kredit (pembiayaan) merupakan penyaluran

dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana.*°Dalam

bahasa latin kredit berasal dari kata “credere” yang artinya percaya, artinya

pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit,

bahwa kredit yang diberikan pasti akan dibayar.3! Pembiayaan secara luas

30 |smail, Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 93.

31 |smail, Manajemen Perbankan, h. 93.
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berarti finance atau pembelanjaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk
mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun
dijalankan oleh orang lain.®?> Di bank syariah pembiayaan adalah suatu proses
mulai dari analisis kelayakan pembiayaan maka penjabat bank syariah
melakukan pemantauan dan pengawasan.*?

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan
dananya kepada pihak nasabah yang menumbuhkan dana.  Pembiayaan
sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan
memberikan hasil yang sangat besar diantara penyaluran dana lainnya yang
dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana pembiayaan, bank
syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat
pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang
diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.®*

2. Tujuan Pembiayaan

Dalam suatu bank memberikan pembiayaan kepada para debitur pasti
mempunyai beberapa tujuan yang tidak terlepas dari misi bank tersebut.
Tujuan utama pemberian pembiayaan kepada debitur antara lain:>
a. Mencari keuntungan, yaitu untuk memperoleh return ditambah laba dari

pemberian pembiayaan tersebut. Hsil tersebut terutama dalam bentuk

bagi hasil atau margin yang diterima oleh bank sebagai balasjasa dan

biaya administrasi pembiayaan yang diberikan kepada debitur.

32 Muhammad, Manajemen Bank Syairah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hal. 260.
33 Muhammad, Manajemen Bank Syairah, hal. 256.

34 |smail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenada Group, 2011), hal. 103.

% |smail, Manajemen Perankan, h. 19
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b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi
maupun untukmodal Kerja.

c. Membentu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan
oleh pihak perbankan, mengiongat semakin banyak pembiayaan yang
disalurkan kepada masyarakat maka akan bberdampak kepada
pertumbuhan diberbagai sektor.

3. Fungsi Pembiayaan
Menurut sigunan (1983) pembiayaan secara umum meimiliki fungsi

sebagai berikut:*°
a. Meningkatkan daya guna uang
Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan
dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan
kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas.
b. Meningkatkan daya guna barang
1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan
mentah menjadi bahan jadi sehingga utully dari bahan tersebut
meningkat.

2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang
dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih

bermanfaat.

%Muchdarsyah Sinungan, Dasar-Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit, (Jakarta; Penerbit Bina
Aksara, 1983), h. 123.
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Meningkatkan predaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening orang pengusaha
menciptakan pertambahan predaran uang giral dan sejenisnya seperti cek,
bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan predaran
uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena itu
pembiayaan  menciptakan  suatu  kegairahan  berusaha  sehingga
penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara
kuantitatif.

Menimbulkan kegairahan berusahasaha

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan
tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbagi dengan penigkatan
kemampuan.  Karena itu maka pengusaha akan selalu berhubungan
dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan
uasahanya.  Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank
inilah  kemudian yang digunakan untuk membesar volume usaha dan
produktifitasnya. ~ Timbullah kemudian efek kumulatif oleh semakain
basarnya permintaan sehingga secara berantai kemdian menimbulkan
kegairahan yang mulus di kalangan masyarakat untuk sedemikian rupa
untuk menignkatkan produktifitas.

Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada
dasrnya diarahkan pada usaha-usaha unutk antara lain: pengendalian

inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitas prasarana, dan pemenuhan
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kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekankan arus inflasi dan

terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan

bank memegang peranan yang penting.
f.  Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk

meningkatkan usahanya. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan

untuk memegang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan
pertambahan devisa negara.
4. Jenis-jenis Pembiayaan

Jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah lebih
baragam dari pada jasa-jasa kredit yang diberikan oleh bank konvensional.
Bank syariah dapat dinamakan universal bank karena melakukan kegiatan
interviwe bank dan commercial bank.*’

Secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah
berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk
murabahah, salam, dan istishna; bardasarkan pada akad sewa-menyewa yang
menghasilkan produk berupa ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik ( ijarah
wa igtina ); berdasarkan akad bagi hasil yang mengahsilkan produk
murabahah, musyarakah, muzzaroah, dan musagah; dan berdasarkan pada
akad pinjaman yang bersifat sosial (tabarru) berupa gard dan gard al hasan.
Terhadap akad-akad tersebut dan aplikasinyga dalam produk perbankan

syariah akan dibahas secara detail kedalam empat klasifikasi yaitu akad yang

37 Wangsawidjaja, Pembiayaan BankSyariah, (Jakarta: Gramedia,2012), h. 43.
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berdasarkan prinsip jual beli, akad yang berdasarkan sewa-menyewa, akad

yang berdasarkan prinsip bagi hasil, dan akad yang pinjaman sosial

sebagaimana yang telah disebutkan diatas.®®

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi

antara lain;>°

a. Dilihat dari segi kegunaan

1)

2)

Pembiyaan investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau
membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluanrehabilitas.
Conth pembiayaan investasi misalnya untuk membangun pabrik atau
membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu
priode yang kreatif lebih lama.

Pembiayaan modal kerja

Digunakan  untuk  keperluan  meningkatkan  produksi  dalam
operasionalnya.  Sebagai contoh pembiayaan modal kerja diberikan
untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya

lainya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

b. Dilihat dari segi tujuan pembiayaan

1)

Pembiayaan produktif
Pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau

invastasi . pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang

38 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syarih Di Indonesia, h. 104-105.
%9Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 99-

102
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atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang
nantinya akan menghasilkan barang, pembiayaan pertanian akan
menghasilkan  produk  pertanian atau pembiayaan tambangan
menghasilkan bahan tambang atau pembiayaan industri lainnya.

2) Pembiayaan konsumtif
Pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi .
dalam pembiayaan ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang
dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh
seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh pembiayaan untuk
perumahan, pembiayaan mobil pribadi, pembiayaan prabotan rumah
tangga dan pembiayaan konsumtif lainnya.

3) Pembiayaan perdagangan
Pembiayaan yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk
membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari
hasil penjualan barang dagangan tersebut. Pembiayaan ini sering
diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan
membeli barang dengan jumlah besar.  Contoh pembiayaan ini
misalnya pembiayaan ekspor dan impor.

c. Dilihat dari jangka waktu

1) Pembiayaan jangka pendek
Merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu yang kurang
dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan

untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya



29

pembiayaan peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya
tanaman padi atau palawija.

2) Pembiayaan jangka menengah
Jangka waktu pembiayaan berkisar satu tahun sampai dengan tiga
tahun, biasanya untuk investasi. Sebgai contoh pembiayaan untuk
pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

3) Pembiayaan jangka panjang
Merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya  paling
panjang. Pembiayaan jangka panjang waktu pengembaliannya diatas
tiga tahun atau lima tahun. Biasanya pembiayaan ini untuk investasi
jangka panjang seperti perkebunan Kkaret, kelapa sawit atau
manufaktur dan untuk pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan
perumahan.

Dilihat dari segi jaminan

1) Pembiayaan dengan jaminan
Pembiayaan yang diberikan dengan satu jaminan, jaminan tersebut
dapat berupa berbentu barang berwujud atau tidak berwujud atau
jaminan orang.  Artinya setiap pembiayaan yang dikeluarkan akan
dilindungi senilai jaminan yang diberikan sicalon debitur.

2) Pembiayaan tanpa jaminan
Merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau

orang tertentu. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat
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prospek usaha dan charakter serta loyalitas atau nama baik sicalon

debitur selama ini.

Dilihat dari sektor usaha

1) Pembiayaan pertanian, merupakan pembiayaan yang dibiayai untuk

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian
dapat berupa jangka pendek dan jangka panjang

Pembiayaan peternakan, dalam hal ii untuk jangka pendek misalnya
peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

Pembiayaan industri, yaitu pembiayaan untuk menbiayaai industri
kecil, menengah atau besar.

Pembiayaan pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai
biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak dan
timah.

Pembiayaan pendidikan , merupakqn pembiayaan yang diberikan
untuk membngun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula
berupa pembiyaan untuk mahasiswa.

Pembiayaan profesi, diberikan kepada profesional seperti dosen,
dokter atau pengacara.

Pembiayaan perumahan, vyaitu pembiayaan untuk membiayai
pembangunn atau pembelian perumahan.

Dan sektor-sektor lainnya.
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Pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva
produktif dan aktiva non produktif, yaitu: “°
a. Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk
pembiayaan sebagai berikut:

1) Pembiayaan dalam peinsip bagi hasil.  Untuk jenis pembiayaan
dengan prinsip ini meliputi:

a) Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanaman dana
dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan
pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah
yang telah disepakati sebelumnya.

b) Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian diantara para pemilik
dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada
suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik
dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati
sebelumnya.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis
pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

a) Pembiayaan murabahah adalaha perjanjian jual beli antara bank dan
nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh
nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang
bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau

keuntungan yang disepakati antar bank syariah dan nasabah.

*OMuhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, hal. 22.
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b) Pembiayaan salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara
pemesanan dengan Syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga
terlebin dahulu.

c) Pembiayaan istishna’ adalah perjanjian jual beli dalam bentuk
pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan
tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa.  Untuk jenis pembiayaan ini
diklasifikasikan menjadi pembiayaan:

a) Pembiayaan ijarah vyaitu perjanjian sewa-menyewa suatu barang
dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

b) Pembiayaan ijarah muntahiya bitamlik atau wa igtina yaitu
perjanjian sewa-menyewa suatu barang yang diakhiri dengan
perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa
kepada pihak penyewa.

b. Jenis aktiva non produktif

Jenis aktiva non produktif yang berkaitan dengan aktifitas pembiayaan
adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan pinjaman gardh. Pinjaman
gard atau talangan adalah penyediaan dana dan atau tagihan antara bank
syariah denga pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan

pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.
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C. Mengenal Nasabah Melalui Prinsip 5C

1. Pengertian Prinsip 5C
Memeberikan suatu pembiayaan kepada calon debitur, suatu bank pasti

mempunyai  aturan-aturan  dan  tahapan  pembiayaan yang  harus

dilaksanakan.Sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat (3) Undang-

Undang perbankan menentukan bahwa dalam pemberian kredit atau

pembiayaan berdasarkan bagi prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha

lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan
kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada
bank.*'Sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-

Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7

Tahun 1992 tentang perbankan.*? Yaitu;

a. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan dalam Prinsip Syariah, Bank
Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisi yang mendalam
atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur
untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud
sesuai dengan yang diperjanjikan.

b. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh bank Indonesia.

*Llkatan Bankir Indonesia, Memahami Bank Syariah,(Jakarta:PT Gramedia Usaha Utama,2014), h.
203-205.
*2Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbakan
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Dalam pembiayaan bank terhadap nasabah kriteria penilaian yang umum
harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar
layak untuk diberikan pembiayaan sebagai mana disebutkan dalam pasal 2
Bab Il Undang-Undang No 10 Tahun 1999 Tentang Perbankan yang
berbunyi: “Perbankan indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”*®
2. Dimensi Prinsip 5C.

Menurut lkatan Bankir Indonesia untuk mendapatkan kepercayaan bahwa
calon debitur akan mampu melunasi kreditanya, maka analisis kredit harus
dengan berpedoman pada prinsip dasar analisis kredit yaitu prinsip 5C.
prinsip 5C character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic,
yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan
sebagai berikut:

a. Character.

Penilaian  karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan  untuk

menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beriktikad

baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.

Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui:

a) Checking, melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank

Indonesia (BI). SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait
nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan,

nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran

“3Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbakan
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pembayaran, sert informasi lain yang terkait dengan fasilitas
pembiayaan tersebut.

b) Trade Checking. Pada suplaier dan pelanggan nasabah pembiayaan,
untuk meneliti reputasi nasabah dilingkungan mitra bisnisnya.

c) Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan
terdaftar, unuk meneliti reputasi calon nasabah pembiayaan dalam
interaksi diantara pelaku usaha dalam asosiasi.

Capacity.

Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya

dan/atau kemampuan managemen nasabah pembiayaan agar bank yakin

bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh
orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai
capacity nasabah, antara lain:

1) Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah dimasa lalu
(pasperformance).

2) Pendekatan Finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon
nasabah pembiayaan.

3) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang
berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan
dalam penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dengan Bank.

4) Pendekatan manajeral, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam

melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
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5) Pendektan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah
pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga Kkerja, sumber
bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan dan lain-lain.

Capital.

Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara

keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi

pada masa yang akan datang. Ini dilakukan untuk mengetahui
kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek
atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan

Condition of Ekonomy.

Penilaian atas kondisi pasar didalam negeri maupun didalam negeri. Baik

masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui

prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.
Beberapa hal yang dapat digunakan dalam menganalisis condition Of

Ekonomy, antara lain:

a) Regulasi pemerintah pusat dan daerah.

b) Kondisi makro dan mikro economy.

c) Sttuasi politik dan keamanan.

d) Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.

Collateral.

Penilaian atas agunan yang dimilki calon nasabah pembiayaan.Ini

dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai

dengan pemberian pembiayaan.Agunan yang diserahkan oleh nasabah
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pembiayaan  dipertimbangkan apakah dapat mencukupi pelunasan

kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak

mampu memenuhi kewajiban (sebagai second woy-out).
D. Magasid Al-Syariah
1. Pengertian

Secara bahasa (lughawi)magashid al-sayriah terdiri dari dua kata, yakni
magasid dan syariah. Maqgashid adalah bentuk jamak dari magsudyang
berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan katasyariah adalah mashdar dari
kata syar’'yang artinya jalan menuju sumber air juga dapat dikatakan sebagai
jalan ke arah sumber pokok kehidupan.**

Berdasarkan pengertian diatas, al-syatibi mengatakan bahwa magasid al-
syariah dalam artian kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara
keseluruhan.  Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan, dapat
dianalisa melalui magasid al-syariah yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan
umum dari agama islam.*®

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada
lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan
(jalbulmashalih wa dar’'ul mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah,
aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan
manusia itu sendiri.Dengan demikian, semakin jelaslah baik secara bahasa

maupun istilah magashid syariah erat kaitannya dengan maksud dan tujuan

4 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid Syariah Menurut Al-Syatibi, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 1996), h. 61.
*SAsafri Jaya Bakri, Konsep Magashid Syariah Menurut Al-Syatibi, h.68.
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Allah yang terkandung dalam suatu penetapan hukum yang mempunyai
tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.
2. TujuanMagasidu Al-Syariah
Fagih dan mufti wajib mengetahui magashid nash sebelum
mengeluarkan fatwa. Jelasnya, seorang fagih harus mengetahui tujuan Allah
SWT dalam setiap syariatnya (perintah dan larangannya) agar fatwanya
sesuai dengan tujuan Allah SWT agar tidak terjadi, misalnya sesuatu yang
menjadi kebutuhan dharuriyat manusia, tapi dinukumi sunnah atau mubah.
Lembaga Fikih OKI (Organsasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa
setiap fatwa harus menghadirkan magqashid syariah karena magashid syariah
memberikan manfaat sebagai berikut:*®
1) Bisa memahami nash-nash Al-Qur’an dan Al-Hadist beserta hukumnya
secara komprehensif.
2) Bisa mentarjih salah satu pendapat fugaha berdasakan magashid syariah
sebagai salah satu standar (murrajihat).
3) Memahami ma’alat (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan
kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.
3. Macam-macamMagashid syariah teori Al-Syatibi
Menurut  Al-Syatibi memahami magashid al-syariah adalah suatu

keharusan di dalam berijtihad, pemahaman akan magashid al-syariah tidak

akan tercapai sebelum seseorang memahami bahasa Arab, Al-Qur’an dan

*60ni Sahroni dan Adimarwan A.Karim, Magashid Bisnis dan Keuangan Islam, (Jakarta: PT
RajaCGrafindo Persada, 2015), h. 46.
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Hadist*”  Dalam pernyataan Al-Syatibi sesungguhnya magashid syariah
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah di
dunia dan di akhirat. Maka dari itu, ketika hamba-Nya dibebani kewajiban
(al-taklif), tak flain untuk merealisasikan kemaslahatan.  Sehingga dalam
pandangannya, tidak ada satu hukum pun yang tidak mempunyai suatu
tujuan.

Di dalam al-Muwafagat, kemaslahatan yang menjadi inti dari magashid
syariah dapat dilihat dari dua sudut pandang: Magashid al-Syari’ (Tujuan
Tuhan), Magashid al-Mukallaf (Tujuan hamba-Nya).

Untuk  memperjelas  macam-macam  tersebut, maka  Al-Syatibi
membaginya menjadi empat poin. Pertama, tujuan awal syariah adalah untuk
kemaslahatan manusia dan akhirat. Kedua, syariah sebagai sesuatu yang harus
dipahami. Ketiga, syariah sebagai hukum taklif (pembebanan) yang harus
dikerjakan. Keempat, tujuan syariah yaitu membawa manusia di bawah
naungan hukum.*®

Aspek pertama, berkaitan dengan muatan hakikat magashid syariah,
aspek kedua, berkaitan dengan suatu dimensi pemahaman bahwa syariah bisa
dipahami atas maslahat yang ada di dalamnya. Kemudian aspek Kketiga,
berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan taklif, yaitu dalam rangka

untuk mewujudkan kemaslahatan. Adapaun aspek keempat, berkaitan dengan

*"lka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Magashid
syariah, (Jakarta: Kencana, 2014), h.86-87.
8 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid Syariah Menurut Al-Syatibi, h.70.
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kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah, yaitu
untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.*°
4. TingkatanMagashid Al-Syariah

Imam Al-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk magashid al-syariah
atau yang biasa disebut kulliyat al-khamsah(lima prinsip umum). Kelima
magashid al-syariah adalah hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu aqgl,hifdzu mal, dan
hifdzu nasab.

a. Adapun Imama Al-Syatibi menjelaskan maqasid al-syariah sebagai
berikut:
1) Hifdzu Din (Memelihara Agama)

Perlindungan terhadap agama merupakan tujuan pertama hukum Islam.
Karena agama merupakan pedoman hidup bagi manusia. Perlindungan
terhadap agama dilakukan dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban
keagamaan serta menjalankan ketentuan keagamaan untuk melaksanakan
kewajiban terhadap Allah. Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan
yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk
agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk
meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan

untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.

9 Asafri Jaya Bakri, h.70.
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Dasar hak ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al-Bagarah ayat
256 :

(O EN FE F p (EEEEIE

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam);
Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.>°

Mengenai tafsir ayat pertama, Ibnu Katsir mengungkapkan, “Janganlah
kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil
dan bukti akan hal ini sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak
boleh dipaksa untuk masuk agama Islam.”

2) Hifdzu Nafs (Memelihara Jiwa)

Perlindungan terhadap jiwa seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa
makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup sangatlah penting.
Apabila pemenuhan kebutuhan hidup terabaikan maka akan membahayakan
kelangsungan hidup dan mengancam eksistensi jiwa.Pemeliharaan terhadap
jiwa ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib
memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.
Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan
jwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh
manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Hak paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Maka tidak

mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan,

S%Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Keluarga, h. 42.
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harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengen

sumber-sumber kerusakan/ kehancuran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa

L’J.L:;ijLfSJHI e ¥ T, 2k 2pa WL g3

8 55 5 o2y
G bexs

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah

E"u_..o = a
=

adalah Maha Penyayang kepadamu.®!
3) Hifdzu Agl (Memelihara Akal/Pikiran)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya
mata hati, dan media kebehagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal,
surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak
menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi
sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT

berfirman dalam Surat al-Isra’ ayat 70 :
w28355 3l il s pili 55000 o n Liass Sl e
Mo LS 3% _)—5 PEPTEALNTRORTTIA X

Artinya: Dan Sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam,

kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari

SlKementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Keluarga, h. 83.
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yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna

atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.>?

Andai tanpa akal, manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang
bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Dengan akal, manusia
naik menuju alam malaikat yang luhur. Karena itulah akal menjadi poros
pembebanan pada diri manusia.Melalui akalnya, manusia mendapatkan
petunjuk menuju ma’rifat kepada Penciptannya. Setiap kali manusia
mengoperasikan  pikiran dan akalnya, menggunakan mata hati dan
perhatiannya, maka dia akan memperoleh rasa aman, merasakan kedamaian
dan ketenangan, dan masyarakat tempat dia hidup pun akan didominasi oleh
suasana yang penuh dengan rasa sayang, cinta, dan ketenangan. Manusia
pun akan merasakan rasa aman atas harta, jiwa, kehormatan, dan
kemerdekaan mereka.Akal dinamakan ikatan karena ia bisa mengikat dan
mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan

kemungkaran.

Dari sinilah Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah
segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya, atau yang bisa
menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut dan orang-orang yang
menggunakan akal dan kemampuan mereka dalam memperhatikan alam
dengan segala ciptaan indah, makhluk yang mulia, dan keserasiannya.

Firman Allah dalam Surat Al-Imran ayat 190-191 :

S2Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Keluarga ,h. 289.
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Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang
berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau
duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah
Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka
peliharalah kami dari siksa neraka.>®
4) Hifdzu Mal (Memelihara Harta)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di aman
manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Sebagaimana Firman Allah dalam

surat Al-Kahfi ayat 46 :

e
2
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%30ni Sahroni dan Adimarwan A.Karim, Magashid Bisnis dan Keuangan Islam, h. 5.
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Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi
amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi

Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Manusia termotivasi untk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan
demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagali
pengahalang antar dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi
dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal,
diprgunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan

hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup

Setelah itu, barulah dia dapat menikmati harta tersebut sesuka hatinya,
namun tanpa ada pemborosan karena pemborosan untuk kenikmatan materi
akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari
berlebih-lebihan.Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan cara bekerja
dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan

cara yang bathil, karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat29 :
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling

memakan harta sesamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam
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perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang

kepadamu.®

5) Hifdzu Nasab (Memelihara Keturunan).

Perlindungan terhadap keturunan dapat dilakukan dengan menghindarkan
diri dari hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan dan melanggar
agama serta melindungi diri dari segala ancaman terhadap eksistensi
keturunan.

Nasab (keturunan) merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan
penopang yang menghubungkan antaranggotanya, maka Islam memberikan
perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu
yang menyebabkan pencampuran atau yang menghinakan kemuliaan nasab
tersebut.

Disyariatkan menikah untuk menjaga keturunan kemudian syariat juga
menjaga dengan menjauhi hal-hal yang menjerumuskan seseorang terhadap

perbuatan zina. Seperti Firman Allah dalam surat Al-Isra’ ayat 32 :
= o &= o= - - ag %d_ A - - -
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Artinya :Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu

adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.>®

4Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Keluarga , h. 83.
S5 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Keluarga ,h. 285.
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b. Tingkatan-tingkatan dalam maqasid al-syariah

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap
ayat-ayat AFQur’an dan Sunnah Rasulullah bahwa  hukum-hukum
disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di
dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu
menurut al-Syatibi trbagi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dhururiyat,
kebutuhan hajiyyat, dan Kebutuhan tahsiniyyat.>®
1) Kebutuhan Dharuriyat

Segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus
ada demi kemaslahatan mereka.”’” Sehingga dalam kebutuhan dharuriyat,
apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan
umat manusia di dunia maupun di akhirat.>®Magashid dharuriyat meliputi
Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama), Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa), Hifdz
Al-’Agl (Memelihara Akal), Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan), Hifdz
Al-Maal (Memelihara Harta).

Syariat Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok di atas. Dengan
meneliti nash yang ada dalam AlQur’an, maka akan diketahui alasan
disyariatnya suatu hukum. Misalnya dalam menegakkan agama, manusia

disuruh beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada

S5Satria Effendi, M Zein, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 233.
S"Satria Effendi, M Zein, Ushul Figh, h. 233.
%8 A.Djazuli, Figh Siyasah, (Bandung : Prenada media,2003), h. 397
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malaikat, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan buruk, mengucapkan
kalimat syahadat serta melakukan ibadah yang pokok lainnya.>®
2) Kebutuhan Hajiyyat

Segala sesuatu yang sangat dihajatkan ileh manusia  untuk
menghilangkan  kesulitan dari menolak segala halangan. Maksudnya,
ketiadaan aspek hajiyyat ini tidak akan sampai mengancam eksistensi
kehidupan manusia menjadi ruak, melainkan hanya sekedar menimbulkan
kesulitan dan kesukaran saja.®°

Hajiyyat ini berlaku baik pada berbagai macam ibadah, adat kebiasan,
mu’amalat dan pada kriminal atau jinayat. Pada ibadah, umpamanya, pada
dispensasi ringan karena sakit atau bermusafir, bolehgasar shalat dan
meninggalkan puasa.Pada masalah adat kebiasaan, umpanya pembolehan
berburu, dan memakan makanan yang halal dan bergizi dan lain
sebagainya.®*
3) Kebutuhan Tahsiniyat

Kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi
salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.
Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-

syaitibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat,

S9Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta : Prenada Media Group), h.223

9Alaiddin Koto, Ilmu Figih dan Ushul Figh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.234.
lyusuf Al-Qardhawi, Figh Praktis Bagi Kehidupan Modern, (Kairo: Makabah Wabah, 1999),
h.79.
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menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan
keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak.®?

Keberadaanya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata
tertih pergaulan.®*Misalnya dalam bidang ibadah, menurut Abdul Wahab,
Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadast, baik pada badan
maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika
hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.®*Dalam
bidang muamalah, Islam melarang malakukan perbuatan boros, kikir,
monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang uqubat, Islam mengharamkan
membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang
melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan). Dan Al-Syatibi
menambahkan, Islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di
jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks.®

Ketiga jenis kebutuhan manusia (dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyah) di
atas dalam mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan syar’i sulit
untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek dharuriyat
merupakan kebutuhan yang paling esensial, tapi untuk kesempurnaanya
diperlukan  aspek—aspek hajiyat dan tahsiniyah. Hajiyat merupakan

penyempurnaan bagi dharuriyat dan tahsiniyah adalah penyempurnaan bagi

%2gatria Effendi, M Zein, Ushul Figh, h. 236.

3 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, h. 228.

% Husnul Khatimah, Penerapan Syaria’ah 1slam, (Bengkulu:Pustaka Pelajar,2007), h. 132.
5 Al-Syatibi, Al-Muwafagat fi Ushul asy-Syariah, juz Il (Beirut : Dar al- Ma’rifah, tth), h. 9.
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hajiyat. Namun aspek dharuriyat adalah dasar dari segala kemaslahatan
manusia.®®

Sekalipun dikatakan dharuriyat merupakan dasar untuk adanya hajiyat
dan tahsiniyah itu tidak berarti bahwa tiak terpenuhinya dua kebutuhan yang
disebut terakhir akan membawa kepada hilanganya eksistensi dharuriyat atau
ketiadaan dua aspek itu tidaklah mengganggu eksistensi dharuriyat secara
keseluruhan.  Namun, untuk kesempurnaan tercapainya tujuan syar’i dalam
mensyari’atkan hukum islam, ketiga jenis kebutuhan tersebut harus terpenuhi,
dan inilah yang dimaksudkan bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan

satu kesatuan yang sulit dipisahkan.®’

5Alaiddin Koto, Ilmu Figih dan Ushul Figih, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Persada), h.
125-126.
%7 Alaiddin Koto, Ilmu Figih dan Ushul Figih, h. 126.



BAB Il1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pembahasan untuk menemukan jawaban atas
pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah. Secara umum pembahasan
pada bab ini mencakup beberapa hal, Pertama tentang apa yang menjadi
legal standing pemberlakuan prinsip 5C dalam pembiayaan perbankan
syariah yang secara teori telah peneliti jelaskan dalam tinjauan pustaka.
Kedua tentang bagaimana tinjauan maqasid al-syariah terhadap prinsip 5C
dalam pembiayaan perbankan syariah, yang secara teori juga peneliti jelaskan

pada tinjauan pustaka.
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A. Legal Standing Pemberlakuan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan

Perbankan Syariah.

Pembiayaan secara luas berarti finance atau pembelanjaan adalah
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.®® Di
bank syariah pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan
pembiayaan maka penjabat bank syariah melakukan pemantauan dan
pengawasan.®®

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan
dananya kepada pihak nasabah yang menumbuhkan dana.  Pembiayaan
sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan
memberikan hasil yang sangat besar diantara penyaluran dana lainnya yang
dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana pembiayaan, bank
syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat
pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang
diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.”®

Dalam penjelasan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan,*Dinyatakan bahwa “pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

®®Muhammad, Manajemen Bank Syairah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hal. 260.
®Muhammad, Manajemen Bank Syairah, hal. 256.

"O)smail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenada Group, 2011), hal. 103.
"lUndang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
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mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang

perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.’?

Yaitu;

3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan dalam Prinsip Syariah, Bank
Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam
atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur
untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud
sesuai dengan yang diperjanjikan.

4. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh bank Indonesia.

Definisi pembiayaan yang terdapat dalam pasal 1 bab | ayat 25 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah,"®Yang dinyatakan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan
yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
2. Transak sisewa-menyewa dalam bentuk ijarah atas sewa beli dalam bentuk

ijarah muntahiya bittamlik;

"2Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
"3Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
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3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan
istishna’

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang gardh; dan

5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi
multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah
dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai
dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah
jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi
hasil.

Dalam pembiayaan bank terhadap nasabah kriteria penilaian yang yang
terdapat dalam prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral,
danCondition of Economi)yang harus dilakukan oleh bank untuk
mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan
sebagai mana disebutkan dalam pasal 2 Bab Il Undang-Undang No 10 Tahun
1998 Tentang Perbankan yang berbunyi: ‘“Perbankan Indonesia dalam
melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan
prinsip kehati-hatian”.”*  Adapun penjelasan dari Pasal 35 ayat 1 Bab VI
Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,”
Dmyatakan bahwa “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan

usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”.

"“Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbakan.
"®Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
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Terdapat pula pernyataan dari pasal 8 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,® dinyatakan bahwa:
1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,

Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang

mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah

Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan

dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Bank
Umumwajibmemilikidanmenerapkanpedomanperkreditandanpembiayaan
berdasarkanPrinsipSyariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.

Adapun penjelasan dari Pasal 23 bab IVUndang-Undang Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’’.

1. Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan
dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi
selurun kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS
menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

2. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bank

Syariah dan/atau UUS wajib melakukanpenilaian yang saksama terhadap

®Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah diubah dengan
Undang-Undang No.10 Tahun 1998.
""Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
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watak, kemampuan,modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon

NasabahPenerima Fasilitas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi dari prinsip 5C adalah suatu
pedoman yang digunakan oleh dunia sektor perbankan untuk melakukan
pengeluaran pembiayaan yang diajukan oleh debitur dan prinsip 5C ini
menjadi acuan penialaian baik secara kualitatif maupun kuantitatifoagi bank
untuk mendapatkan data-data debitur untuk keperluan pemberian pembiayaan
yang sehat dan efektif. Maka dari penjelasan diatas bahwa cukup jelas legal

standing pemberlakuan prinsip 5C dalam pembiayaan diperbankan.

Prinsip 5C Menurut Ikatan Bankir Indonesia untuk mendapatkan
kepercayaan bahwa calon debitur akan mampu melunasi kredita nya, maka
analisis kredit harus dengan berpedoman pada prinsip dasar analisis kredit
yaitu prinsip 5C. prinsip 5C character, capital, capacity, collateral, dan
condition of economic, yang digunakan untuk menilai calon nasabah

pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:

f.  Character.
Penilaian  karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk
menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beriktikad
baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.

g Capacity.
Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya

dan/atau kemampuan managemen nasabah pembiayaan agar bank yakin
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bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh
orang-orang yang tepat.

h. Capital.
Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara
keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masalalu maupun proyeksi
pada masa Yyang akan datang. Ini dilakukan untuk mengetahui
kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek
atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan

i.  Condition of Ekonomy.
Penilaian atas kondisi pasar didalam negeri maupun di dalam negeri.
Balk masalalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui
prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.

J.  Collateral.
Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan.Ini
dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai
dengan pemberian pembiayaan.Agunan yang diserahkan oleh nasabah
pembiayaan  dipertimbangkan apakah dapat mencukupi pelunasan
kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak
mampu memenuhi kewajiban (sebagai second woy-out).
Peneliti  menyimpulkan bahwa dalam memeberikan suatu pembiayaan

kepada calon debitur, suatu bank pasti mempunyai aturan-aturan dan tahapan

pembiayaan yang harus dilaksanakan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal

29 ayat 3 Undang-Undang perbankan menentukan bahwa dalam pemberian
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kredit atau pembiayaan berdasarkan bagi prinsip syariah dan melakukan
kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak
merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya
kepada bank.”® Beberapa masalah yang terjadi disektor perbankan syariah
yang terkait dengan permasalahan pelaksanaan pembiayaan,  pasti ada
beberapa aspek pendekatan yang berkaitan dengan prinsip penilaian analisis
pembiayaan atau kredit untuk kelancaran pemberian pembiayaan terhadap
nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan.

B. Tinjauan Maqasidu Al-SyariahTerhadap prinsip 5C.

Magasidu Al-Syariahsecara bahasa (lughawi) magashid al-sayriah terdiri
dari dua kata, yakni magasid dan syariah. Magashid adalah bentuk jamak
dari magsud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata syariah
adalah mashdar dari kata syar’ yang artinya jalan menuju sumber air juga
dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.’®

Menurut ~ Al-Syatibi bahwa magasid al-syariah dalam artian
kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan.
Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan, dapat dianalisa melalui
magasid al-syariah yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama
islam.Terdapat tingkatan dalam maqashid al-syariah, Imam Al-Syatibi
menjelaskan ada 5 (lima) bentuk magashid al-syariah atau yang biasa disebut

kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum). Kelima magashid al-syariah

"8|katanBankir Indonesia, Memahami Bank Syariah,(Jakarta:PTGramedia Usaha Utama,2014), h.
203-205.

"9 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 1996), h. 61.
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adalah hifdzu din(memelihara agama), hifdzu nafs(memelihara jiwa), hifdzu
agl(memelihara akal/pikiran), hifdzu mal (memelihara harta), dan hifdzu
nasab (memelihara keturunan).®°

Adapun tingkatan-tingkatan dalam Maqgasid Al-Syariah  sebagaimana
Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-
ayat AlQur’an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan
Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun
di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi
trbagi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dhururiyat, kebutuhan hajiyyat, dan
kebutuhan tahsiniyyat.®*

Peneliti menyimpulkan bahwa tinjauan maqasid al-syariah terhadap
prinsip 5C yaitu menggunakan hifdzu al-din (memelihara agama) dan hifdzu
al-mal (memelihara harta) karena di dalam poin-poin prinsip 5C terdapat di
dalamdua poin magasid al-syariahyaitu hifdzu din dan hifdzu mal.

Adapun tinjauan hifdzu din(magasid al-syariah)ini melingkupi satu poin
dari prinsip 5C yaitucharacter yang mana karakter ini masuk kedalam artian
memelihara agama, didalam agama Islam terdapat ajaran kejujuran, dan
beriktikad baik.Sebagai mana terdapat dalamhifdzu din yaitu agama
merupakan pedoman hidup bagi manusia, perlindungan terhadap agama
dilakukan dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan serta

menjalankan ketentuan keagamaan untuk melaksanakan kewajiban terhadap

80 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid Syariah Menurut Al-Syatibi, h.68.
81gatria Effendi, M Zein, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 233.
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Allah. Dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 58. Yang artinya
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanah kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kalian menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan
adil.Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat ”’(Qs.An-Nisa : 58).

Dari pengertian diatas maka tinjauan hifdzu al-din poin magsid al-
syariah terhadap prinsip 5C di poin character yaitu telah sesuai dengan
ajaran agama Islam yang mana dengan adanya prinsip 5C di poin character
pihak bank tidak ragu lagi untuk memberikan pembiayaan terhadap nasabah
yang mengajukan permohonan pembiayaan yang berdasarkan analisis yang
mendalam atau berikad baik sesuai dengan prinsip 5C dan dalam hifdzu al-
din (magsid al-syariah).

Dalam tinjauan hifdzu al-mal (magasid al-syariah)ini melingkupi empat
poin dari prinsip 5C vyaitucapacity, capital, collateral, dan condition of
economic, yang mana empat poin dari prinsip 5C ini masuk kedalam artian
memelihara harta. Karena di dalam agama Islam harta merupakan salah satu
kebutuhan inti di dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah
darinya.  Pemeliharaan terhadap harta mengenai tata cara kepemilikan harta
dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Apabila

aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
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Pemeliharaan terhadap harta juga dapat dilakukan dengan menghindarkan
dari perbuatan pencurian serta penipuan.

Dalam hal ini kajian teori maghasid al-sariah yaitu menjaga harta sesuai
dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Sebagaimana yang tercamtum dalam
surat An-Nisa ayat 29-30:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu, dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar
hak dan aniaya. Maka kami kelak akan memasukkan nya ke dalam neraka.

yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.?

82Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Keluarga ...83
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Pengertian dari ayat di atas membawa dampak yang luar biasa bagi
perkembangan aktivitas perekonomian Islam. Karena dengan ayat tersebit,
manusia akan senantiasa memperhatikan beberapa cara yang dipakainya
untuk saling menjaga hak nya dan hak orang lain. Manusia akan senantiasa
menghindari cara-cara yang tidak baik ketika ingin mendapatkan suatu
harta.Peneliti menyimpulkan dari penjelasan diatas bahwa empat poin dari
prinsip 5C yaitucapacity, capital, collateral, dan condition of economic,telah
sesuai dengan tinjauan magasid al-syariah yaitu dengan tinjaun hifdzu al-mal,
dalam hal ini perlindungan terhadap harta telah terpenuhi di dalam prinsip 5C

dalam membrikan pembiayaan.

Adapun tinjauan magasid al-syariah terhadap prinsip 5C dari
menggunakan Kebutuhan dharuriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi
eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka.®®
Sehingga dalam kebutuhan dharuriyat, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi,
maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di
akhirat.®*Maka dari pengertian yang diatas pembiayaan sangat diperlukan
untuk kemaslahatan rakyat, dengan pembiayaan diharapkan bisa membantu
usaha rakyat yang memerlukan dana baik dana investasi maupun dana untuk
modal usaha, semakin banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada
perbankan maka pihak perbankan secara tidak langsung membantu

pemerintah  dalam  pertumbuhan  diberbagai sektor. DalamMagashid

835atria Effendi, M Zein, Ushul Figh, h. 233.
84 . . . . ) .
A.Djazuli, Figh Siyasah (Bandung : Prenada media,2003), h. 397
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dharuriyatini meliputi Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama), Hifdz An-Nafs
(Memelihara Jiwa), Hifdz Al-’Agl (Memelihara Akal), Hifdz An-Nasb

(Memelihara Keturunan), Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta).®

Dalam tinjauan magasid al-syariah terhadap prinsip 5C dari
menggunakan kebutuhan hajiyyat dengan segala sesuatu yang sangat
dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dari menolak segala
halangan.  Maksudnya, ketiadaan aspek hajiyyat ini tidak akan sampai
mengancam eksistensi  kehidupan manusia menjadi ruak, melainkan hanya
sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.®°

Peneliti menyimpulkan dengan adanya prinsip 5C dalam pembiayaan
kepada nasabah baik dalam berinvestasi maupun dalam permodalan usaha,
maka perbankan yang menggunakan prinsip 5C dalam melakukan
pembiayaan ini akan menghilangkan Kkesulitan dan kesukaran nasabah
sebagaimana yang dijelaskan oleh kebutuhan dharuriyat yang mana nantinya
perbankan akan mendapatkan nasabah yang jujur didalam bertransaksi
dengan pihak perbankan. Maka dengan ini tidak ada pihak yang akan dirugian
baik perbankan maupun nasabah yang menaruk uangnya di perbankan.

Maka peneliti menyimpulkan bahwa prinsip 5C dalam tinjauan magasid
al-syariah telah sesuai dengan kajian-kajian yang terdapat dalam teori magaid
al-syariahyaitu hifdzu al-din, hifdzu al-mal, kebutuhan dharuriyat dan

kebutuhan hajiyyat. Karena didalam magasid al-syariah harta sangat dijaga

8 Amir Syarifuddin, Ushul Figh (Jakarta : Prenada Media Group), h.223
86 - - P - . - -
Alaiddin Koto, llmu Figih dan Ushul Figh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.234.
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demi kemaslahatan ummat. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa
bank yang menerapkan prinsip 5C dalam menganalisis nasabah yang
mengajukan permohonan pembiayaan harus menggunakan analisis yang
mendalam dan prinsip kehati-hatian untuk mendapatkan nasabah yang sesuali
dengan harapan bank. Maka dalam menganalisis nasabah sangat
diperbolehkan dari ajaran Islam yang terdapat didalam teori maqasid al-
sayriah demi manjaga kemaslahatan bank dan nasabah yang menyimpan

uang nya di bank. Sebagaimana yang dijelaskan oleh peneliti diatas.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di

atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Legal standing pemberlakuan prinsip 5C dalam pembiayaan perbankan
terdapat di dalam penjelasan Pasal 1 ayat 12, pasal 2 Bab lldan Pasal 8
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-

Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.Adapun penjelasan dari
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Pasal 35 ayat 1 Bab VI dan Pasal 23 bab 1V Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Maka Legal standing pemberlakuan prinsip 5C dalam pembiayaan
perbankan yang digunakan oleh dunia perbankan untuk melakukan
pengeluaran pembiayaan yang diajukan permohonan pembiayaan debitur
ini telah diatur di dalam Undang-Undang yang telas dijelaskan diatas.
Berdasarkan Undang-Undang diatas prinsip 5C (Character, Capital,
Capacity, Collateral, dan Condition of Economi) harus dilakukan oleh
pihak perbakan di Indonesia untuk mendapatkan nasabah yang benar-
benar layak untuk diberikan pembiayaan.

Tinjauan Magasidu Al-Syariah Terhadap prinsip 5C di Perbankan.
Tinjauan magasid al-syariahdalamprinsip 5C (Character, Capital,
Capacity, Collateral, dan Condition of Economi)terdapat di dalam
magasid al-syariah yaitu hifdzu din,hifdzu mal, kebutuhan dharuriyat
dan kebutuhan hajiyyat yang mana didalam semua tingkatan didalam
magasid al-syariah prinsip 5C di perbankan sangat diperlukan. Karena
dilinat dari hifdzu al-din, hifdzu al-mal, dharuriyat, dan hajiyyat sangat
berdampak positif dari pandangan maqasid al-syariah. Penerapan prinsip
5C manjadi bagian yang sangat penting dalam proses pemberian
pembiayaan karena dengan hal ini dimaksudkan agar nasabah yang
diberikan pembiayaan tidak akan mengalami masalah menimbulkan
dampak negatif yang mana dampak negatif tersebut akan merugikan

pihak bank dan negara.
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B. SARAN

Hasil dari penelitian ini diharapakan memberi dampak positif bagi semua
orang, khususnya bagi bank syariah dan nasabah pemohon pembiayaan, agar
menjalankan semua kewajibannya sehinnga hak-haknya terpenuhi.  Dari
penelitian ini penulis memberikan saran kepada dua belah pihak yaitu pihak
yaitu pihak perbankan dan nasabah pemohon pembiayaan.

Kepada pihak perbankan di seluruh Indonesia khususnya bank syariah
untuk lebih meningkatkan kualitas kerja dalam menganalisis permohonan
pembiayaan dan berhati-hati  dalam melakukan kontrak  pemberian
pembiayaan dengan pihak nasabah pemohon pembiayaan.  Apabila ada
nasabah pemohon pembiayaan yang melanggar perjanjian agar membawa
masalah tersebut ke ranah hukum.

Kepada pihak nasabah pemohon pembiayaan agar selalu beritikad baik
dalam melakukan transaksi pembiayaan di perbankan, sehingga tidak ada
yang pihak yang dirugikan. Apabila perbankan melanggar perjanjian yang
sudah tertulis, maka nasabah berhak membawanya ke dalam ranah hukum,
Apabila nasabah dan pihak bank sudah bisa menjalankan kewajibannya
masing-masing.  Insya Allah transaksi yang dilakukan kedua belah pihak

diridhoi Allah SWT dan memajukan negara. Amin ya Rabbal alamin.
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